BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan
dalam BAB |Il, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemeriksaan
setempat (Gerechtelijke Plaarsopneming) terhadap putusan hakim dalam
upaya penegakan hukum pidana di Indonesia adalah digunakan dalam
menambah keyakinan hakim, sehingga sanksi dalam putusan yang akan
dijatuhkan dibuat secara tepat dan seadil-adilnya guna mengupayakan
penegakan hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan setempat
dalam perkara pidana saat ini merupakan kewenangan hakim yang apabila
dipandang serta dianggap perlu untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat.
Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana digunakan untuk mengklarifikasi
suatu alat bukti guna menemukan fakta-fakta hukum yang bertujuan dalam
menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Keyakinan
hakim tersebut berpengaruh terhadap putusan yang nantinya akan dijatuhkan
terhadap terdakwa.

Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana merupakan bagian dari
pembuktian yang digunakan untuk mencari kebenaran materiil maka dari itu
pemeriksaan setempat berdampak terhadap putusan terutama pada keyakinan
hakim. Putusan yang dibuat hakim haruslah mampu mencerminkan prinsip dan

nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh penuntut
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umum, korban, terdakwa, atau masyarakat luas sehingga putusan tersebut

mampu menunjang upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pelaksanaan pemeriksaan setempat
dalam praktik persidangan perkara pidana di Indonesia hanya didasarkan pada
diskresi hakim dan tidak termuat dalam hukum acara pidana (KUHAP).
Terdapat kekosongan mengenai penerapan pemeriksaan setempat dalam
perkara pidana yang mengakibatkan tidak adanya unifikasi yang mengatur
mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat dalam perkara
pidana. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat
dalam perkara pidana, salah satu diantaranya tidak adanya petunjuk
pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman tata cara dalam
menjalankan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Perlu adanya
pembaharuan peraturan dalam hukum acara pidana sehingga pelaksanaan
pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana dapat menciptakan
kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini yang menggunakan
metode normatif adalah dapat berguna bagi pembuat undang-undang terhadap
pembaharuan KUHAP sehingga diharapkannya pemeriksaan setempat
diadakannya unifikasi hukum agar terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan
pemeriksaan setempat terhadap perkara pidana dalam pembaharuan hukum

acara pidana yang akan datang. Penjelasan mengenai pemeriksaan setempat
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sebaiknya dijelaskan secara rinci dan jelas dalam bagian pertimbangan hukum
putusan, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi

para pencari keadilan.
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pemain memasang taruhan awal sebesar Rp. 10.000,- kemudian setelah itu
kartu domino dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pada setiap
pemain, kemudian kembali menambah taruhan sebesar Rp. 20.000,- dan
sebelum mendapatkan kartu ke 4 (empat) masing-masing secara bergiliran
boleh menambah taruhan (pompa) dengan kelipatan Rp.20.000,- hingga tidak
ada lagi yang memasang dengan kelipatan tersebut. Setelah itu kartu ke 4
(empat) dibagikan kemudian bisa lagi ditambah taruhan dengan kelipatan Rp.
20.000,- hingga berhenti lalu kemudian ada kesepakatan untuk membuka kartu.
Dan setelah kartu domino dari masing-masing pemain dibuka, lalu ditentukan
siapa pemenang dan memperoleh semua uang taruhan yang berada di tengah
adalah yang memperoleh kartu dengan nilai Qiu tertinggi. Berdasarkan uraian
tersebut dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka
sub unsur bermain judi dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi menurut
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, ditemukan fakta bahwa Kapal tempat
dimana Para Terdakwa bermain kartu berada di pelabuhan Luwuk, selain itu
setelah mendengarkan keterangan Para saksi yang saling bersesuaian yang
pada pokoknya menerangkan tempat Para terdakwa bermain kartu adalah
tempat yang sering digunakan oleh para buruh pelabuhan untuk beristirahat dan
banyak orang yang lalu lalang, termasuk petugas yang sedang memperbaiki
kapal, maka Majelis berpendapat sub unsur tempat yang dapat dikunjungi oleh
umum juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi
izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang
saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, selama proses persidangan
Para Terdakwa tidak pula mengajukan bukti yang menunjukkan fakta bahwa
perbuatan judi yang mereka lakukan berdasarkan izin dari pihak berwenang,
maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ini dianggap telah
terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat
(1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Lwk
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- Bahwa Terdakwa telah menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS)
sebanyak 1 (satu) kali pada hari pertama panen dengan hasil penjualan
diserahkan kepada Saudara Acil Imuh yang telah habis untuk digunakan
untuk membangun pondok dan membeli makanan untuk para pemanen;

- Bahwa pada 1 (satu) pohon terdapat sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga)
janjang sawit yang kemudian setelah dipanen diangkut secara bergantian
menggunakan sepeda motor oleh Saudara lpul dan Saudara Yani serta
mobil jenis pick-up milik Terdakwa yang dibeli secara kredit atas nama
kakak Terdakwa;

- Bahwa sebelum memasuki area perkebunan, Terdakwa telah melapor
kepada pihak PT. Kintap Jaya Wattindo yaitu Saudara Warno untuk masuk
dan membangun Pondok di lahan HGU PT. Kintap Jaya Wattindo di hari
pertama pemanenan, dengan jarak 600 (enam ratus) meter dari lokasi
pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) untuk memantau aktivitas panen
PT. Kintap Jaya Wattindo namun saat ini pondok tersebut sudah
dihancurkan;

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter
dari PT. Kintap Jaya Wattindo;

- Bahwa organisasi LPKPK juga melakukan panen di wilayah perkebunan
PT. Kintap Jaya Wattindo selama 3 (tiga) bulan dan hasil panen dijual
kepada PT. Kintap Jaya Wattindo, namun atas perbuatan mereka PT.
Kintap Jaya Wattindo tidak melakukan pengamanan, sehingga
mengakibatkan masyarakat melakukan demonstrasi kepada PT. Kintap
Jaya Wattindo dan dengan demikian LPKPK menghentikan pemanenan
Tandan Buah Segar (TBS);

- Bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 Terdakwa bekerja di bagian humas
PT. Kintap Jaya Wattindo dan mengundurkan diri atas kemauan Terdakwa
sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan PT. Kintap Jaya Wattindo;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya karena
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk
memperjuangkan hak masyarakat;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk membuat terang mengenai
tempat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam

Dakwaan Penuntut Umum (locus delict) Majelis Hakim telah melakukan

Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi pengambilan Tandan Buah Segar
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(TBS) Sawit, yaitu pada PT. Kintap Jaya Wattindo, Perkebunan Kintap |, Jalan
Tambirangin RT 09/RW 03 Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat pihak dari Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut telah mengambil titik koordinat
untuk memastikan batas tanah antara HGU yang dimiliki PT. Kintap Jaya
Wattindo dan lahan kadastral dengan hasil yang disampaikan pada
persidangan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa titik koordinat pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) telah diambil
dan dituangkan dalam Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Juni
2022, yang dilampirkan juga dalam berkas perkara, sebagai berikut:

i '
| [M-mrﬂmww |
‘ Kamis, 02 Juni 2022

Bordasarkan penunjukan & |
- lapangan |
" P1 Lokasi penumpukan sawt
- | | P2 Tex ponama lokasi
" pengambdan sawe
P3 Tek kecua iokas
= pengambian sawt ‘

- Bahwa terdapat perbedaan lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS)
yang ditunjukkan oleh Penyidik dengan lokasi yang ditunjukkaan oleh
Terdakwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang berada di luar batas
tanah HGU PT. Kintap Jaya Wattindo;

- Bahwa dalam peta yang dimaksud dengan P1 adalah lokasi penumpukan
Tandan Buah Segar (TBS), P2 adalah lokasi pengambilan Tandan Buah
Segar (TBS) pertama, P3 adalah lokasi pengambilan Tandan Buah Segar
(TBS) kedua, dan P4 adalah patok HGU yang kemudian diketahui bahwa
P1, P2, dan P3 adalah lahan kadastral, berada di luar batas tanah HGU PT.
Kintap Jaya Wattindo, dan juga termasuk ke dalam kawasan hutan
produksi;

- Bahwa tidak seluruh lahan kadastral PT. Kintap Jaya Wattindo termasuk ke

dalam kawasan hutan produksi;
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Bahwa PT. Kintap Jaya Wattindo berada di wilayah Kecamatan Kintap,

Kabupaten Tanah Laut, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan

Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 504/001/BP2T/2012 dan Sertipikat

Hak Guna Usaha Nomor 26/HGU/BPN/2001 yang menjadi alas hak lahan

perkebunan seluas 4713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) hektar, namun

terjadi penyusutan menjadi 4672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua)

hektar yang berlaku hingga tahun 2036;

Bahwa PT. Kintap Jaya Wattindo memiliki lahan plasma seluas 20% (dua

puluh persen) dari luas seluruh HGU yang salah satunya berlokasi di

wilayah Asam-Asam;

Bahwa di wilayah Kintap sendiri tidak terdapat plasma yang disediakan PT.

Kintap Jaya Wattindo;

Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan penanaman pohon kelapa

sawit di lokasi pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit tersebut

adalah pihak PT. Kintap Jaya Wattindo;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah di overlay oleh

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, diketahui bahwa:

a. Lokasi penumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit berupa pondok
yang dibangun oleh Terdakwa dan masyarakat sekitar berbatasan
dengan HGU PT. Kintap Jaya Wattindo dan masuk dalam areal
kadastral (dalam peta titik P1);

b. Lokasi pertama pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit oleh
Terdakwa dan masyarakat masuk dalam areal kadastral (dalam peta
titik P2);

c. Lokasi kedua pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit oleh
Terdakwa dan masyarakat masuk dalam areal kadastral (dalam peta
titik P3);

d. Titik P1, P2, dan P3 seluruhnya adalah lahan kadastral, berada di luar
batas tanah HGU PT. Kintap Jaya Wattindo, dan termasuk dalam
kawasan hutan produksi;

Bahwa Terdakwa ataupun masyarakat sekitar yang terlibat pengambilan

Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di areal kadastral PT. Kintap Jaya

Wattindo/hutan produksi tersebut tidak pernah meminta izin kepada PT.

Kintap Jaya Wattindo atau pihak lain yang berwenang memberikan izin;

Bahwa lahan kadastral adalah wilayah yang sudah dilakukan pengukuran

dan sudah jelas bentuk tanahnya dengan syarat-syarat yang diperlukan
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